
PENYELENGCi}ARAANSANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT1'UHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga
Negarasesuai dcngan prinsip persamaan kedudukan di muka
bukum, khususnya warga KorolPalembang, sejalan dengan
kerentuan Pasal 19 aya&(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukurn, Pemerintah Kota perlu
menjamin perllndungan hak ascsi manusla dan, berupaya
untuk mernberikan bantuan hukum kepada pcnduduk tidak
mampu dibidang hukurn;

U. bahwa berdasarkan pertimbnngan sebagaimana dimaksud
dalam hum! a. perlu rnembenruk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan-Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembenrukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lcmbaran Negaro Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun L9f$1tentang Kitab Undang­
Undang. Hukum Acara Pidana [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahuu 1981 Nomor 76. Tarnbahan Lcmbaran
NcgaraRcpublik Indonesia Nomor3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lell'\baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4288)j

5. Undang-Ondang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pemenintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keduaatas Undang-UndangNomor 32 'I'a.h:un 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844)j

PERATURANDAERAI-TKOTA PALEMBANG
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1. Daerah adalah KolJ'l.Palembang,
2. Pcrnerintah Kota udalah Pernerintah Kota Palcmbang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sckrctoris Daernh adalah Sckrctaris Daorah Kota

Palcmbang
5. Banruan Hukum adalah [asa hukum yang diberiknn olch

Pemberi Bantuon Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum

6. Bagian Huktrrn, Organisasi dan Tatalaksana ad~ah Bagian
Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah
Kota Palernbang.

7. Penerima Bantuan Hukum adala.h orang atau kclompok
orang tidak mampu.

8. Pernber'iBantuan Hukum adalah Icmbaga bantuan hukum
aiau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum bcrdasarkan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Banruan Hukum.

Pasal I

Oalam Pcraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

KE1'ENTUANUMUM

BABI

PENYELENGOARAANMenetapkan: PERATURAN DAERAH TENTAN(..i
BANTUAN HUKUM

Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANC

dan
WALIKOTA PALEMBA.l~C

MEMUTUSKAN :

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 20 II Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Ncgara Republlklndonesia Nomor 523,4);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Banruan
Hukum. {Lembaran Neg.aroRepublik Indonesia Tabun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nemer 5248};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tcntang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[Lembaran Ncgara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
aebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pcrubohan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undong Hukum Acara Pidana [Lembaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Tahun 20 \0 Nomor 90, Tumbahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusun Pcmerintah xota Palernbang [Lernbaran
Daerah Kota Palembong Tahun 2006 Nomor 6).



(ll Bant\lan Hukum ·diberiknn kepada Pcner-lma BanNan Hukum ya,ng
mcnghadapi masalah bulnim.

BABrV

RUANG LINGKUP

Pasal5

a. rnenjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Banruan Hukum
untuk rnendapat akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstltusional setiap warga negara pada
umumnya dan masyarakat kh\\susnya sesuai dengan prtnsip
persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin kepastian peyelenggaraan Bantnan Aukum
dilakSa!\akan secara rnerata di seluruh wilayah dalam Daerah; .dan

d. mewujudkan peradilan yAng efektif, eflaien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

Pasa] 4

a. Keadilan;
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Keterbukaan;
d. Efisiensi;
e. Efektivitas; dan
f. Akuntabilitas

Bantuan Hukum dilaksanakan bcrdasarkan asas :

Pasal 3

BAB III
ASASDAN TUJUAN

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan peoyelenggaraan Bantunn
Hukum di Kotll Palembang,

PasaJ 2

BAB I]

9. Penduduk Tidak Marnpu adalah Penduduk atau
Sekelompok orang yang tidak dapat rnemenuhi hak
dasarnya secara 4lyak dan mandlri yang meliputi hak atas
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan,
pekerjaan.dan berusaha, dan/atau pcrumahan.

10, Standar Bantuan Aukum ada:lah pedoman pelak$anaaa
pemberian Banruan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.

11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang dltetapkan. oleh
organisasi profesi advokat yang bcrlaku bagi Advokar.
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(1) Ontuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7,
Pcmerintah Kota melalui Bagian Hukum, Organisasi dan
Ta~laksana berwenang :
a. mcngawasi dan memaatikan penyelcnggaraan Bantuan Aukum

dan pemberian Bantuan Hukum dljalankan sesuai -dengan asas
dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

IJ, meugevaluasi penyetenggaraan J3anruan tlukum dan pembccian
Bantuan Aukum; dan .

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan unruk mernbantu mcnyelesalkan
pcrmaealahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Kcgiatan Pemberian Bantuan Hukurn dikocrdinasikan Pemerintah
Kota melahu Bagian Hukum, Organlsaai dan Tatalaksana,
diselenggarakan dan/amu dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan
Hukum yang ditunjuk Pemcriruah Kota dengan Perjanjian
Kerjasam.8,

(3) Pemerintah Kpta melalui Bagian Hukum, Organisasi dan
Tatalaksnna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beriugas:
a. menyusun dan menctapkan kebijakan penyelenggaraan Banruan

Hukum;
b. menyusun rencana anggaran Bantuan HUkum; dan
c. mengelola anggaran Bantuan Hukum aecara efektif, elision,

tranaparan, dan akumabel.
(4)Pernerintah Kota menyusun dan menyampaikan laporan

penyclcnggaraan bantuan hukum 'kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasa18

PI1:NYI1:LENGGARAA('I BANTUAN HUKUM

BABV

Pasal6

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 5
a_yat (1) rneliputi setiap orang atau kdompok orang/penduduj, yang
tidak dapat momenuhi hak dasar secara layak dan mandiri,

(2) Halt dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas
pangan, sandang, layanan kesehatan, layansn pcndidlkan,
pekerjean dan berusaha, dan/atau perumahan,

(3) Kriteria pencrlma bantu an hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum
pidana, dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitiga si.

(3) Pe~bed Ban~an H'UkllJ?1sebagaimana dlmaksud pada ayar (1)
meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendarnpingi, mewakili,
membela dan/atau melakUkan Undakan hukum lain untuk
kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

(4)Jenis perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota,



5

Pernberi Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Dalarn
Daerah berhak :
a. rnelakukan rekruitmen terhadap advokat yang berkeinginan kuar

mernberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu
dengan lidak mengharap irnbalan jasa;

b. melakukan pelayanan banruan hukum;
c. menyelenggarakan penyulunan huku.m, konsultasl hukum, dan

program kegiatan lain yang berkaitan dcngan pcnyelcnggaraan
bantuan huk;u.m;

d. m~nerima biaya dari Pemerintah Kota untuk rnelaksanakan
ba.ntuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan daJam membela perkara
yang menjadi tanggungjawabnya d.i dalam sidang pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dan pemerintah ataupun
lnstansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; clan

g. mendapatkan jarninan perlindungan hukum, keamanan, dao
keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

PasallO

(1) Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana cfunaksud dalam Passl 9
dilakukan oleh Pemberi Banruan Huh-urnyang ditunjuk Pernerintah
Kota dan telah memenuhi syarat berdasarkan keteruuan pereturan
perundang-undangan

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagatmana dlmaksud
pada ayat (1)antara lain;
a. memilikl tcnaga pernberi bantuan hukum Advokat-Advokat yang

profesional:
b. memiliki kantor atau sekretariar;
c. memiUkl program bantuan hukum; don
e. berbadan hukum.

Dalam melaksanakan pernberian Bantuan Hukum Kepada Penduduk
Tidak Mampu, Pernerintah KOla dapat menunj\ik Pernberi Bantuall.
l Iukum yang berbadan hukum.

c. melakukan verifikasi terhadap lembaga banruan hukum atau
organlsasl kemasyarakatan yang telah terakrcditasi berdasarkan
Undang-Undang untuk memenuhi kelayakao scbagai pernberi
Banruan. Hukum.

(2) Unruk melakukan verifikasi sebagalmena dimaksud pada ayat (1)
l;luruf c, Pemerintah Kota rnelalui Bagian Hukum. Organisaei dan
Tatalaksana membentuk Panitia yang unsumya terdiri atas :
a ..Unsur aparatur pemerintah daerah;
b. Akademisl;
c. Tokoh masyarakat, dan
d. Lembaga atau organisasi yang rnemberi layanan Bantuan Hukum

berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hulrum.

Pasal9
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(1) Unruk rnemperoleh ,Bantuan Hukum, pemohon asncuen Hukuu'1
harus memenuhi syarat-syarat :

Pasal 16

SYARATDANTATA CAM
PEMBERlAN BANTUAN HUKUM

BAB VII

Penerima Baruuan Hukum wajib :
a. mcnyampaikan buku, informasi, dan / atau keterangan perkara

secara benar kepada Pembcri Bantuan Hulrum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Banruan Hukum.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak :
8. mendapatkan Bl:I1lLUanHukum hingga masalah hulcumnya selesai

dan / emu perkaranya telah mernpunyai kekuatan hukum tctap,
sclama Pcncrima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak
mencabut swat kuasa:

b. mendaparkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan
Hukum dan I atau Kode EtJ.kAdl/oka\; dan

c. mcndapalkan informasi dan dokurnen yang bcrkaitan dcngan
pelaksanaan pemberian Banruan Hukum sesuai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJrBAN PENERlMA BANTUAN HUKUM
Pasal 14

BABVI

Pemberi bantuan hukum tidal< dapat dltuntut secara perdata maupun
pidana dalam rnemberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang dilakukan dengan ikUkad baik di dalam aidang
pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan / aiau Kode Etik Advokat.

Pasal 13

Pemberi banluan hukum berkewajiban untuk
a. melaporkan kepada Walikota ten tang penyelenggaraan bantuan

hukum;
b. mcnjaga kerahaslaan data, informasi, dan/atau keterangan yang

diperoleh dari pencrima bantuan hukum berkaitan dengan perkara
yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

c. mernberikan bantuan hukum kepada pencrlma bantuan hukum
sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah sccara
hukum; dan

d. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah umuk pemberian
bantuan hukum sesuai dengan ketcntuan peraruran perundang­
undangan yang berlaku,

PasaJ 12
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(1)Permohonan / proposal Bantuan Hukum diusulkan ke Wali!<-0~
melalui Bagian Hukum, Organisasi dan TataJaksana untuk dikaji
dan diteliti kelayakan permohonan.

(2)Setelah dikaji don diteliti, Kepala Bagian Hukurn, Organisasi d~
Tatalaksana meneruskan pcrmohonan terscbut kc Sckrctans
Daerah melaJui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kola
Palerubang untuk disetujui.

Pasal 20

TATA CARlI PENOAJUANDANA

BABIX

(1)Pemerintah Kota dapat mcngalokasikan dana penyelenggaraan
Bantuan Hukum daJam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah
sesuai dengan kernarnpuan keuangan daerah.

(2)Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaim~na
dlrnaksud pada ayat (L) dialokasikan pada anggaran Bagian
Hukum, Organisasi dan 'Tatalaksana.

Pasal 19

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunaken untuk
pcnyelenggaraan Bantuan Hukum, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeruh.

Pasal 18

PENDANAAN

BABVIII

(1) Pcmohon Bantuan Hukum mengajukan pennohonan Bantuan
Hukum kepada Pembcri Bantuan Hukum.

(2) Pernberi Banruan lIukum dalam jangka waktu paling lama 3 IUga)
hari kerja setelah permohonan Banruan Hukum dinyatakan
lengkap harus memberlkan jawaban mcncrima atau mcnolak
pennohonan Baruuun Hukum.

(3) Dalam hal permohonan Bunruan Hukum diterima, Pernberi
Banruan Hukum memberikan Bantuan Hukurn berdasarkan sural
kuasa khusus dar! Penerima Banruan Hukum.

(4) DaJam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pernberi
Bantuan HuJrum mernberitahukan secara tertulis dan
mencantumkan alasan penolakan kepadacalon penerlma bantusn
hukum.

Pasal17

a. mengajukan pcrmohonan secara tertulis yang berisi sekurang­
kurangnya .identitas pernohon dan uraian slngkat mengenai
pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b. menycrahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara: dan
c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dan Luran

diketahui Camal domisili Penerima Bantuan.
(2)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun

pcrmohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara
tisan.
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Pasal24

(1) Bagian. Hukum, Organisasi dan Tatalaksana adalah sebagai unit
kerja pelaksana Peraturan Daerah ini,

(2) Hal-hal yang bersifat tcknls belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB'XIIl

l{ETEN'l'UAN PENUTUP

(1) Pembcrian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum
Peraturan Daerah LOI, retap dilakeanakan sampai dengan
berakhirnya tahun enggaran yang bersangkutan.

(~lDalam hal pernberian Baniuan Hukum bclum eelesai pada akhir
tahun anggaran yang bersangkutan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1). pemberian Bantuan Bukum .selnnjutnya dilaksanakan
berdasarkan Peraruran Daerah ini.

BABXli

KG1'ENTUA~PERALIHAfIl

Pasal23

Pernberi Bantuan Hukum yang terbukti mencrima atau meminta
pembayaran dari Pencrima Bantuan Hukum dan/aiau pibak lain
yang terkait dengan pcrkara yang sedang ditangani sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 21. dipidana sesuai dcngan ketentuan Pasal
143 ayat (2) Undang-wldang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah dan atau Kode etik Advokad.

Pasal 22

KETENTUAN PfDANA

BABXl

Pernberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayarandari PenerimaBantuan Hukum dan / atau pihak lain
yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberl Bantuan
Hukum,

Pasal21

LARAJIlGAN

BABX

'(3)Selanjutnya setelah dip roses administrasi keuangan melalui
Bendahara pernbantu Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana,
dana tersebut eli serahkan ke Ketua Tim Bantuan Hukum,
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TAHUN 2012 NOMOR 1

I.EMMR/\N l)/\ERJ\H KOT/\ PAt.EMB/\NG

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~.., - 2012

SEKRETARlS DAERAJI
KOTA PALEMDANG,-----=

Ditetapkan di PnJembang
pads. tanggal ~ ~~te~\,d' 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dacrah Kota Palembang.

Peraturan Daerah ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan.

PasaJ 25




